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Draf Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian: Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Dugaan Penerimaan Uang oleh Anggota dari Keluarga Tersangka (Studi Kasus di Polres Batu Bara)
Narasumber: Propam Polres Batu Bara

A. Rumusan Masalah 1

Bagaimana penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara?
1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang dapat menyebabkan anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka dalam proses penanganan perkara?

Jawaban: Faktor yang dapat menyebabkan dugaan penerimaan uang biasanya tidak berdiri sendiri. Dalam perkara ini, faktor tersebut berawal dari komunikasi informal antara anggota yang pernah menangani perkara dengan keluarga tersangka yang sedang berusaha memperoleh keringanan hukuman. Situasi itu kemudian didukung oleh adanya kesempatan, kepercayaan keluarga tersangka kepada anggota, keterlibatan pihak ketiga, dan lemahnya batas profesional dalam menjaga hubungan dengan pihak yang berkepentingan terhadap perkara. Ketika komunikasi kedinasan bergeser menjadi hubungan pribadi dan disertai pembicaraan mengenai biaya pengurusan perkara, risiko pelanggaran etik menjadi sangat besar.

2. Apakah dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka biasanya berkaitan dengan permintaan bantuan, janji kemudahan perkara, atau adanya komunikasi informal antara keluarga tersangka dengan anggota Polri?

Jawaban: Ya, dugaan penerimaan uang pada umumnya berkaitan dengan adanya permintaan bantuan atau harapan memperoleh kemudahan dalam proses hukum. Berdasarkan BAP yang dikaji, Salmah sebagai istri tersangka Muhammad Yusuf berkomunikasi dengan AIPDA Afriadi yang pernah menangani perkara narkotika tersebut. Komunikasi itu berkembang menjadi pemberian uang sebesar Rp80.000.000,00 yang disebut berkaitan dengan upaya memperoleh keringanan hukuman. Walaupun inisiatif awal dikatakan berasal dari keluarga tersangka, anggota Polri tetap wajib menolak pemberian dan mengarahkan pihak tersebut melalui prosedur hukum resmi.

3. Bagaimana Propam Polres Batu Bara melihat hubungan antara integritas anggota, pengawasan internal, dan potensi terjadinya dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka?

Jawaban: Integritas anggota dan pengawasan internal memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencegahan penerimaan uang. Anggota yang memiliki integritas akan menjaga jarak profesional, menolak pemberian, dan melaporkan setiap pendekatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebaliknya, pengawasan yang lemah dapat membuka kesempatan bagi komunikasi informal dan transaksi yang tidak sesuai prosedur. Karena itu, pengawasan atasan langsung dan Propam perlu dilakukan sejak tahap penanganan perkara, terutama pada perkara sensitif seperti narkotika, agar setiap hubungan dengan keluarga tersangka dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

4. Apakah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dapat menjadi salah satu penyebab munculnya pemberian uang kepada anggota Polri?

Jawaban: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dapat menjadi salah satu faktor munculnya pemberian uang. Keluarga tersangka terkadang beranggapan bahwa keringanan hukuman atau hasil perkara dapat diperoleh melalui hubungan pribadi dengan aparat, padahal keputusan mengenai tuntutan dan pidana berada pada kewenangan lembaga yang berbeda dan harus ditempuh melalui mekanisme resmi. Meskipun demikian, ketidaktahuan masyarakat tidak membenarkan anggota Polri menerima uang. Anggota wajib memberikan penjelasan yang benar, menolak pemberian, serta mengarahkan keluarga tersangka kepada penasihat hukum atau prosedur yang sah.

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana membedakan antara pemberian yang bersifat pribadi dengan pemberian yang dapat diduga sebagai pelanggaran kode etik profesi Polri?

Jawaban: Pembedaan dilakukan dengan melihat identitas pemberi, hubungan pemberi dengan perkara, waktu pemberian, jumlah, tujuan, cara penyerahan, serta ada atau tidaknya harapan balasan. Pemberian pribadi yang benar-benar tidak berkaitan dengan tugas tidak memiliki hubungan dengan penanganan perkara dan tidak ditujukan untuk memengaruhi kewenangan anggota. Sebaliknya, apabila pemberian berasal dari keluarga tersangka, dilakukan ketika atau setelah anggota menangani perkara, disertai permintaan bantuan, janji keringanan, atau dilakukan secara tertutup, maka pemberian tersebut patut diduga sebagai pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan, meskipun diberi nama hadiah atau bantuan pribadi.

B. Rumusan Masalah 2

Bagaimana pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara?
1. Bagaimana prosedur awal Propam Polres Batu Bara ketika menerima laporan atau informasi mengenai dugaan anggota Polri menerima uang dari keluarga tersangka?

Jawaban: Ketika menerima laporan atau informasi, Propam terlebih dahulu mencatat dan menelaah dasar pengaduan, mengidentifikasi anggota yang dilaporkan, serta melakukan klarifikasi awal untuk menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran etik. Setelah itu, pemeriksa mengamankan dokumen dan informasi yang relevan, memanggil pihak-pihak yang mengetahui peristiwa, dan menyiapkan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Terduga pelanggar diberitahukan mengenai pokok dugaan pelanggaran, diperiksa identitas dan kondisi kesehatannya, serta diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa paksaan.

2. Apa saja tahapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut?

Jawaban: Tahapan pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan identitas, riwayat hidup dan riwayat tugas anggota, dasar laporan, serta perkara pidana yang pernah ditanganinya. Pemeriksa kemudian mendalami hubungan anggota dengan keluarga tersangka, awal komunikasi, tujuan pemberian, jumlah uang, waktu dan tempat penerimaan, cara penyerahan, penggunaan uang, keterlibatan pihak lain, serta pengembalian sebagian uang. Keterangan terduga pelanggar selanjutnya dibandingkan dengan keterangan pelapor, keluarga tersangka, saksi, dan dokumen pendukung. Pada bagian akhir, terduga diminta menegaskan kebenaran keterangannya dan apakah pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan.

3. Bukti apa saja yang biasanya dikumpulkan oleh Propam dalam memeriksa dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka?

Jawaban: Bukti yang dikumpulkan dapat berupa laporan atau pengaduan, Berita Acara Pemeriksaan para pihak, dokumen perkara pidana yang pernah ditangani anggota, catatan komunikasi, bukti transfer atau penyerahan uang apabila tersedia, keterangan mengenai waktu dan tempat transaksi, serta bukti penggunaan dan pengembalian uang. Dalam perkara ini, pengakuan mengenai penerimaan uang dalam dua tahap, yaitu Rp30.000.000,00 dan Rp50.000.000,00, harus diuji dengan keterangan Salmah, saksi lain, dokumen perkara narkotika, dan bukti pendukung lainnya. Pengakuan tidak berdiri sendiri, tetapi dinilai bersama seluruh bukti agar kronologi dapat disusun secara objektif.

4. Bagaimana Propam memeriksa keterangan pelapor, keluarga tersangka, anggota yang dilaporkan, dan saksi-saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut?

Jawaban: Pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan berimbang agar keterangan tidak hanya bersumber dari satu pihak. Pelapor dan keluarga tersangka diminta menjelaskan awal komunikasi, tujuan pemberian, jumlah uang, cara penyerahan, janji yang disampaikan, serta pihak yang terlibat. Anggota yang dilaporkan diberikan kesempatan menjelaskan versinya, termasuk alasan menerima, penggunaan uang, dan pengembaliannya. Saksi lain diperiksa untuk menguatkan atau menguji kedua keterangan tersebut. Apabila terdapat perbedaan, pemeriksa membandingkannya dengan bukti objektif dan dapat melakukan konfrontasi atau pemeriksaan tambahan sampai diperoleh rangkaian fakta yang konsisten.

5. Apakah dalam proses pemeriksaan Propam juga menilai hubungan antara dugaan penerimaan uang dengan penanganan perkara pidana yang sedang berjalan?
Jawaban: Ya, hubungan antara penerimaan uang dan penanganan perkara merupakan bagian utama yang harus dinilai. Propam memeriksa apakah anggota pernah menangani perkara tersangka, kewenangan apa yang dimilikinya, kapan komunikasi dan penyerahan uang terjadi, serta apakah terdapat pembicaraan atau tindakan yang diarahkan untuk memengaruhi penyidikan, penuntutan, upaya hukum, atau putusan. Dalam perkara ini, pemeriksaan juga menelusuri status perkara yang telah P-21, proses pelimpahan, dan upaya memperoleh keringanan hukuman. Penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan apakah penerimaan uang hanya merupakan hubungan pribadi atau berkaitan langsung dengan jabatan dan proses hukum.

C. Rumusan Masalah 3

Bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka?
1. Apabila anggota Polri terbukti menerima uang dari keluarga tersangka, sanksi apa saja yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan kode etik profesi Polri?

Jawaban: Apabila terbukti, anggota dapat dikenai sanksi etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Bentuknya dapat berupa pernyataan bahwa perbuatan tersebut tercela, kewajiban meminta maaf, pembinaan atau pendidikan etika, mutasi yang bersifat demosi, dan sanksi administratif lain sesuai tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran dinilai berat, dilakukan dengan sengaja, memberikan keuntungan pribadi, serta merusak kehormatan institusi, sidang Komisi Kode Etik Polri dapat merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat. Jenis sanksi ditentukan setelah seluruh fakta dan bukti diperiksa dalam mekanisme yang sah.

2. Bagaimana Propam menentukan berat atau ringannya sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut?

Jawaban: Berat atau ringannya sanksi ditentukan dari tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Propam dan Komisi Kode Etik menilai apakah penerimaan dilakukan dengan sengaja, ada permintaan atau janji bantuan, jumlah uang yang diterima, hubungan anggota dengan perkara, posisi dan kewenangan anggota, manfaat pribadi yang diperoleh, serta dampaknya terhadap proses hukum dan kepercayaan masyarakat. Sikap anggota selama pemeriksaan, pengakuan, kerja sama, pengembalian uang, riwayat pelanggaran, dan ada atau tidaknya pengulangan juga dapat dipertimbangkan. Pengembalian uang dapat menjadi bahan penilaian, tetapi tidak otomatis menghapus pelanggaran yang telah terjadi.

3. Apakah penerimaan uang dari keluarga tersangka dapat dikenakan sanksi etik, disiplin, atau bahkan diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu?

Jawaban: Penerimaan uang dapat menimbulkan beberapa bentuk pertanggungjawaban yang berjalan sesuai dasar hukumnya. Perbuatan tersebut dapat diperiksa sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan, apabila juga melanggar kewajiban kedinasan, dapat dikenai sanksi disiplin atau administratif. Apabila dari pemeriksaan ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu, misalnya suap, pemerasan, penipuan, atau tindak pidana lain, perkara dapat diteruskan ke proses pidana. Namun, penetapan adanya tindak pidana tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan etik, melainkan harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum acara pidana.

4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, misalnya jumlah uang yang diterima, tujuan pemberian, akibat terhadap perkara, serta jabatan anggota yang bersangkutan?

Jawaban: Pertimbangannya mencakup jumlah uang, tujuan pemberian, cara dan waktu penerimaan, hubungan penerimaan dengan perkara, adanya janji atau upaya memengaruhi proses hukum, serta apakah uang digunakan untuk kepentingan pribadi atau diserahkan kepada pihak lain. Jabatan, kewenangan, dan peran anggota dalam perkara juga sangat penting karena semakin besar kewenangannya, semakin besar pula tuntutan integritasnya. Selain itu, dinilai dampak perbuatan terhadap tersangka, keluarga, proses penegakan hukum, citra institusi, serta sikap anggota setelah kejadian, termasuk keterbukaan dalam pemeriksaan dan pengembalian sebagian uang.

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemberian sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri?

Jawaban: Pemberian sanksi yang tegas, adil, dan proporsional menunjukkan bahwa Polri tidak melindungi anggota yang menyalahgunakan profesi. Sanksi berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, memberikan efek pencegahan bagi anggota lain, dan menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dipengaruhi uang atau hubungan pribadi. Kepercayaan publik akan lebih terjaga apabila pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti, serta hasilnya ditindaklanjuti sesuai tingkat kesalahan. Dengan demikian, sanksi bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan kehormatan profesi dan memperkuat integritas institusi Polri.
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